PERATVRAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Menimbang :

Mengingat :

WAKIL REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

bahwa Universitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi;

. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat

terlaksana secara profesional perlu mengatur Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Wakil Rektor:;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberbentian Wakil Rektor Universitas Bung
Hatta. : :

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunl999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3859);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara Nomor 85

Tanggal 21 Februari 1981 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris
Nomor 84 Tanggal 17 April 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-80.AH.01.02
Tahun 2008;



